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PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pengolahan data yang didapat penulis maka dapat
disimpulkan Kejaksaan mempunyai kewenangan yang sama dengan Komisi
Pemberantasan korupsi akan tetapi hanya pada tahap penyidikan dan penuntutan dan
hanya terhadap kasus korupsi yang dibawah Rp 1.000 000 000(satu milyar) dan tidak
melibatkan pejabat negara sedangkan Komisi Pemberantasan Korupsi Berwenang
terhadap kasus korupsi yang melibatkan pejabat negara dan kasus korupsi diatas
Rp1.000 000 000 (satu milyar)untuk setiap penanganan kasus korupsi jaksa harus
berkoordinasi dengan KPK, Dengan diberlakukannya Undang-Undang No 30 Tahun
2002 maka secara legal KPK berwenang untuk menangani kasus korupsi yang besar

dan melibatkan pejabat negara

B. SARAN

Pada masa mendatang nampaknya instrument penegakan hukum
pemberantasan korupsi akan bertumpu pada 2 (dua) kekuatan yaitu KPK dan
Kejaksaan. Koordinasi dan sinergitas dari keduanya dapat dilakukan secara

maksimal maka akan banyak kasus korupsi dapat ditangani secara lebih profesional
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